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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 

REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN 
DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL YANG BERASAL DARI UNSUR 

NONPEMERINTAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) 

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan 
Sumber Daya Air Nasional, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku 
Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Pedoman 
Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Dewan 

Sumber Daya Air Nasional yang berasal dari Unsur 
Nonpemerintah;  

 
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 6405); 

3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 265); 

4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan 

Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 88); 

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1331); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 
KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PEDOMAN 
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN 

DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL YANG BERASAL DARI 
UNSUR NONPEMERINTAH. 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud 
dengan: 
1. Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya 

disebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi 
pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. 

2. Anggota Dewan SDA Nasional adalah perangkat Dewan 
SDA Nasional yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat 

dan perwakilan Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap 
serta unsur nonpemerintah sebagai anggota tidak tetap 
atas dasar prinsip keterwakilan dalam Pengelolaan 

Sumber Daya Air. 
3. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara 

keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi 
sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas 

dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan 
manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu 
sekarang maupun yang akan datang. 

4. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya 
penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan 

pengembangan sumber daya air secara optimal agar 
berhasil guna dan berdaya guna. 

5. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk 
mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan 

kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. 
6. Sekretaris Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut 

Sekretaris adalah pejabat yang secara ex officio dijabat 

oleh direktur jenderal yang menangani tugas dan fungsi 
bidang pengelolaan sumber daya air di kementerian yang 

menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 
pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

7. Sekretariat Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut 
dengan Sekretariat adalah unit Organisasi yang bertugas 
membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA 

Nasional dalam memberikan dukungan administratif dan 
teknis operasional kepada Dewan SDA Nasional sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai Dewan SDA Nasional. 

8. Kepala Sekretariat Dewan SDA Nasional yang selanjutnya 
disebut Kepala Sekretariat adalah pejabat yang membantu 
Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan 

sehari-hari. 
9. Tim Pelaksana Pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional 

yang berasal dari Unsur Nonpemerintah untuk 
selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang 

dibentuk oleh Ketua yang terdiri atas beberapa Anggota 
atau pejabat yang ditunjuk untuk membantu sekretariat 
Dewan SDA Nasional untuk melaksanakan pemilihan 
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anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur 

nonpemerintah. 
10. Organisasi adalah lembaga yang mewadahi kepentingan. 
11. Asosiasi adalah perkumpulan dari beberapa Organisasi 

yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Pasal 2 

Dewan SDA Nasional beranggotakan perwakilan dari unsur:  
a. Pemerintah Pusat sebagai anggota tetap; 
b. perwakilan Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap; dan 

c. nonpemerintah sebagai anggota tidak tetap, 
atas dasar prinsip keterwakilan dalam pengelolaan Sumber 

Daya Air.  
 

Pasal 3 
(1) Pedoman persyaratan dan tata cara pemilihan 

keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur 

nonpemerintah dalam Peraturan Menteri Koordinator ini 
dimaksudkan untuk menjadi acuan penyelenggaraan 

pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari 
unsur nonpemerintah oleh Tim Pelaksana. 

(2) Pedoman persyaratan dan tata cara pemilihan 
keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur 
nonpemerintah dalam Peraturan Menteri Koordinator ini 

bertujuan untuk memandu proses penyelenggaraan 
pemilihan anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari 

unsur Nonpemerintah. 
 

Pasal 4 
(1) Penyelenggaraan pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional 

yang berasal dari unsur nonpemerintah dilakukan secara 
demokratis. 

(2) Penyelenggaraan pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional 

yang berasal dari unsur nonpemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana 

dan difasilitasi oleh Sekretariat. 
(3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Ketua Dewan SDA Nasional. 

 

Pasal 5 
(1) Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur 

nonpemerintah terdiri atas perwakilan Organisasi atau 
Asosiasi yang mewakili aspek Konservasi Sumber Daya 

Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian 
Daya Rusak Air. 

(2) Organisasi atau Asosiasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) masing-masing diwakili oleh 1 (satu) orang. 
(3) Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur 

nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 
(lima) tahun. 
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(4) Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah 

dipilih dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) dan 
paling banyak 24 (dua puluh empat) Organisasi atau 
Asosiasi.  

(5) Wilayah kerja Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal 
dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi seluruh wilayah Nasional dan 
mempunyai kantor perwakilan di Ibukota Negara. 

 
Pasal 6 

(1) Calon Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur 

nonpemerintah diusulkan dan didaftarkan oleh Organisasi 
atau Asosiasi kepada Tim Pelaksana. 

(2) Untuk dapat mengusulkan dan mendaftarkan calon 
anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi 

atau Asosiasi harus memenuhi persyaratan yang meliputi: 
a. telah memiliki Akta Pendirian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan; 

b. wilayah Organisasi atau Asosiasi meliputi seluruh 
wilayah nasional yang dinyatakan dalam akta 

pendirian Organisasi atau Asosiasi; 
c. paling sedikit mempunyai 1 (satu) kantor perwakilan 

di Jakarta; dan 
d. telah melaksanakan paling sedikit 5 (lima) kegiatan 

yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air, 

pendayagunaan sumber daya air dan/atau 
pengendalian daya rusak air dalam kurun waktu 1 

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir 
terhitung sejak tanggal pengumuman. 

 
Pasal 7 

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan SDA 
Nasional dari unsur nonpemerintah calon yang 
bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang 

meliputi: 
a. Warga Negara Indonesia; 

b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa; 
c. sehat jasmani dan rohani; 

d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela; 

e. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana 

(S-1) atau ahli yang dibuktikan dengan sertifikat 
keahlian; 

f. memiliki profesionalitas, kompetensi, keahlian, dan 
pengalaman bidang konservasi sumber daya air, 

pendayagunaan sumber daya air dan/atau 
pengendalian daya rusak air; 

g. menjadi anggota atau pengurus dari perwakilan 

Organisasi dan/atau Asosiasi di bidang konservasi 
sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air 

dan/atau pengendalian daya rusak air; 
h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam 

proses peradilan; dan  
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i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan 

peradilan yang telah memperoleh ketentuan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuktikan dengan: 

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih 
berlaku; 

b. surat hasil keterangan kesehatan dari rumah sakit 
pemerintah; 

c. ijazah dan transkrip nilai jenjang pendidikan formal 

yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi dimana yang 
bersangkutan memperoleh gelar; 

d. sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan 
pengalaman kerja di bidang konservasi sumber daya 

air, pendayagunaan sumber daya air dan/atau 
pengendalian daya rusak air; 

e. kartu anggota Organisasi atau Asosiasi di bidang 

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber 
daya air dan/atau pengendalian daya rusak air; 

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari 
Kepala Kepolisian di tempat tinggal yang 

bersangkutan; 
g. surat keterangan dari yang bersangkutan bahwa yang 

bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan 

karena melakukan tindak pidana; dan 
h. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa 

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memiliki ketentuan hukum 

tetap atau melakukan tindak pidana kejahatan 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

 
Pasal 8 

(1) Tahapan dalam proses penyelenggaran pemilihan Anggota 

Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur 
nonpemerintah terdiri atas: 

a. pengumuman; 
b. pendaftaran; 

c. verifikasi; 
d. evaluasi dokumen pendaftaran; 
e. pengelompokan unsur yang diwakili; 

f. pengumuman hasil pengelompokkan; 
g. masa sanggah; 

h. jawaban sanggah; 
i. perhitungan penjatahan kursi; 

j. penetapan daftar Organisasi sesuai kelompok unsur; 
k. pengusulan nama dan jabatan; 
l. penjelasan umum; 

m. asesmen dan wawancara; dan 
n. penetapan nama. 

(2) Pedoman persyaratan dan tata cara pemilihan 
keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur 

nonpemerintah tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan 
Menteri Koordinator ini. 
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Pasal 9 
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 05 Juli 2023 
 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 

LUHUT B. PANDJAITAN 
 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Juli 2023 
 
DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

  ttd. 
 

ASEP N. MULYANA 
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